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Korupsi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berpotensi dilakukan oleh siapa
saja, korbannya bisa siapa saja, kerugiannya besar dan meluas, dan terorganisir. Korupsi
sebagai kejahatan yang terjadi secara sistematis dan meluas akibat dilakukan oleh sekelompok
orang, membentuk suatu sistem yang berlapis-lapis, rumit, dan saling memiliki keterkaitan
dengan yang lain sehingga memberikan suatu kerugian yang besar terhadap masyarakat.
Korupsi memiliki banyak bentuk di dalamnya berupa lllegal logging, Illegal Fishing, Illegal
labour, Cyber crime, Customer fraud, dan masih banyak bentuk lainnya seiring dinamisnya
perkembangan zaman sehingga pada tanggal 7 Oktober 2003 korupsi ditetapkan sebagai extra-
ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan tergolong pada white collar crime (kejahatan kerah
putih) dikarenakan substansinya kerugian keuangan yang sangat besar ditemukan pada delik
tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki benang merah
panjang dan terus berkembang di jalan yang panjang. Bahkan fenomena Korupsi ini disebut
juga sebagai patologi sosial mengingat sistematisnya kejahatan ini yang mengakibatkan
ketidak harmonisan di dalam strata sosial, ekonomi, dan politik. Melemahnya nilai-nilai
sosial dikarenakan banyaknya yang mengutamakan kepentingan pribadi menjadi pola laku
yang merusak tatanan bermasyarakat. Di Kabupaten Banjar juga dikejutkan dengan adanya
kasus korupsi oleh salah satu perusahaan tambang daerah Kabupaten Banjar yaitu PD.
Baramarta. Mantan Direktur Utama perusahaan daerah milik Kabupaten Banjar tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berlanjut dengan
kerugian dengan total lebih dari Rp 9,2 miliar. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan
pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan dan membayar
uang pengganti sebesar Rp 9,2 miliar. Tetapi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara
selama 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti
sebesar Rp 9,2 miliar. Selain kasus PD Baramarta, di Kabupaten banjar juga terdapat kasus
lainnya yaitu kasus korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk pemilihan kepala
daerah tahun 2020 sebesar Rp 1,3 miliar yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun,
eks-bendahara Bawaslu Kabupaten Banjar, Saupiah, menggunakan sejumlah uang tersebut
untuk keperluan pribadi. Saupiah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda
Rp300 juta setelah sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara
selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta. Oleh karena itu, maka perlunya penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mengetahui bentuk sanksi sosial yang
dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yakni
penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
Pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pandangan
masyarakat terhadap sanksi sosial kepada pelaku korupsi. Kriminologi sebagai ilmu
pengetahuan sosial yang bertujuan untuk menentukan bentuk-bentuk dan faktor yang
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menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat. Dalam hal ini untuk melihat reaksi dari
masyarakat akan suatu kejahatan dan bentuk sanksi sosial sebagai reaksi masyarakat pada
kejahatan korupsi termasuk dalam perbuatan yang mendapatkan sanksi sosial atau
menimbulkan kejahatan baru. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini hanya
memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu bagaimana bentuk sanksi sosial dan
pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial tersebut dalam pemberian efek jera bagi pelaku
tindak pidana korupsi maupun lingkungan sekitar. Sumber data yang digunakan adalah berupa
data primer yang merupakan hasil observasi dan pengumpulan data dari lapangan berupa
wawancara dan data sekunder yang akan dikaji dengan mendalam secara kualitatif.

Pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak
pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan
efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Hal ini diakibatkan karena masih belum
maksimal pemberian hukuman sehingga kerugian yang dihasilkan tidak sejalan dengan
hukuman yang akan didapat oleh pelaku. Masyarakat berharap adanya pemiskinan mau pun
sanksi sosial untuk pelaku agar bisa membalas dilanggarnya norma sosial oleh pelaku tindak
pidana korupsi.

Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana
korupsi yaitu: Diasingkan; Cancel culture; Tidak diberikan kesempatan berkuasa atau memiliki
jabatan; Dikucilkan; Diviralkan di media sosial; Wajahnya dipajang di baliho-
baliho/dipermalukan di jalanan; dan Membersihkan fasilitas/ruang publik menggunakan rompi
koruptor. Sanksi sosial itu perlu diberikan masyarakat agar bisa memberikan efek jera lagi
kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan catatan tidak melanggar Hak Asasi Manusia milik
pelaku dan harapannya kedepannya bisa dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang bisa
memberi legitimasi dan batasan-batasan masyarakat dalam memberikan sanksi sosial.
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ABSTRAK

Pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki benang merah panjang dan terus
berkembang di jalan yang panjang. Bahkan fenomena Korupsi ini disebut juga sebagai patologi
sosial mengingat sistematisnya kejahatan ini yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam
strata sosial, ekonomi, dan politik. Melemahnya nilai-nilai sosial dikarenakan banyaknya
yang mengutamakan kepentingan pribadi menjadi pola laku yang merusak tatanan
bermasyarakat. Dalam beberapa kasus korupsi, masih belum memberikan efek jera bagi pelaku
dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, maka perlunya penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana korupsi dan mengetahui bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan
masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan data primer atau suatu data yang
diperoleh langsung dari sumbernya. Pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini digunakan
untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial kepada pelaku korupsi.

Pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak
pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan
efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat
diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu: Diasingkan; Cancel
culture; Tidak diberikan kesempatan berkuasa atau memiliki jabatan; Dikucilkan; Diviralkan di
media sosial; Wajahnya dipajang di baliho-baliho/dipermalukan di jalanan; dan Membersihkan
fasilitas/ruang publik menggunakan rompi koruptor.

Kata kunci (keywords) : korupsi, sanksi pidana, sanksi sosial
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